Menimbang

Mengingat

SALINAN

WALIKOTA BANJAR

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS

SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12
ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal
24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3),
Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Menetapkan

Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5347);

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah
Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E), sebagaimana
beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran
Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

dan
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.

10.

Daerah adalah Kota Banjar.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Walikota adalah Walikota Banjar.

Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai
tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan sampah.
Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau
proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah
rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah
tangga.

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari
kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar
terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah
spesifik.

Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang
tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan
permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan
khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas
lainnya.

Timbulan sampah adalah sejumlah sampah yang dihasilkan
oleh suatu aktifitas dalam kurun waktu tertentu dihitung
berdasarkan satuan berat (kilogram) atau volume (liter).
Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan
sampah yang Dberupa bak/bin/tong/kantong/keranjang
sampah.

Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk
klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan
kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi
dengan sarana dan prasarana penunjang.

Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau
badan hukum.

Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses
alam yang menghasilkan timbulan sampah.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis,
menyeluruh, dan  berkesinambungan yang  meliputi
pengurangan dan penanganan sampah.

Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat
TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat
pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan
sampah terpadu.

Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse,
recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat
dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,
penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya
disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan
pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran
ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA
adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah
ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan
lingkungan.

Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang
terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan
penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah.
Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara
positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang
pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan
lingkungan.

Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi
masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan
sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan
pencemaran lingkungan.

Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi
pencegahan dan  penanggulangan  kecelakaan  akibat
pengelolaan sampah yang tidak benar.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS
adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi
wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan
terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat
ketentuan negara.

Bagian Kesatu
Asas dan Tujuan

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung
jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas
kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan,
dan asas nilai ekonomi.
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Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan:

a.

o po o

(1)

(2)

(3)

(1)

(3)

(1)

(2)

mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh
sampah;

meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;

meningkatkan kualitas lingkungan hidup;

menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan

merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah adalah
meliputi:

a. sampah rumah tangga; dan

b. sampah sejenis sampah rumah tangga;

Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga,
tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan
komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial,
fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

Pemerintah daerah wajib menyusun dan menetapkan

kebijakan dan strategi Daerah dalam pengelolaan sampah.

Kebijakan dan  strategi dalam pengelolaan sampah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampabh;
dan

b. program pengurangan dan penanganan sampah.

Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus

memuat:

a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis
sampah secara bertahap; dan

b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu
tertentu.

Pasal 6

Kebijakan dan strategi Daerah dalam pengelolaan sampah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Walikota.

Dalam menyusun kebijakan strategi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus berpedoman pada kebijakan dan strategi
nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam

pengelolaan sampah.
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Pasal 7

(1) Pemerintah daerah selain menetapkan kebijakan dan strategi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3),
juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan
pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis
sampah rumah tangga.

(2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:

pembatasan timbulan sampabh;

pendauran ulang sampabh;

pemanfaatan kembali sampah;

pemilahan sampah;

pengumpulan sampah;

pengangkutan sampabh;

pengolahan sampah;

pemrosesan akhir sampah; dan
i. pendanaan.

(3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh)
tahun.

B e a0 o

BAB III
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
a. pengurangan sampah; dan
b. penanganan sampah.

(2) Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan
penanganan sampabh.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Pasal 9

(1) Pengurangan sampah meliputi:

a. pembatasan timbulan sampabh;

b. pendauran ulang sampah; dan/atau

c. pemanfaatan kembali sampah.

(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara:

a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan
yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah
diurai oleh proses alam; dan/atau

b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari
produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengumpulkan
dan menyerahkan kembali sampah diatur dengan Peraturan

Walikota mengacu kepada Peraturan Menteri yang
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menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di  bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah
dengan:

a.

(1)

(3)

(4)

menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan
sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
dan/atau

menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang
mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan
sampah sesedikit mungkin.

Pasal 11

Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:

a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai
bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;

b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat di daur
ulang; dan/atau

c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan
produk untuk di daur ulang.

Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.

Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau

kegiatan.

Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan

kemasan pangan, pelaksanaan pendauran wulang wajib

mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di

bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 12

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah
dengan:

a.

(1)

(2)

menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali
sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya
sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang;
dan/atau

menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk
untuk diguna ulang.

Pasal 13

Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat
diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit
mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau
diguna ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai
dengan Pasal 12 dilakukan secara bertahap.

Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh
Peraturan Walikota mengacu kepada Perturan Menteri yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di  bidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
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Bagian Ketiga
Penanganan Sampah

Pasal 14

Penanganan sampah meliputi kegiatan:

PAan o

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

pemilahan;

pengumpulan;
pengangkutan;
pengolahan; dan
pemrosesan akhir sampabh.

Pasal 15

Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

huruf a dilakukan oleh:

a. setiap orang pada sumbernya;

b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,
fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan

c. pemerintah daerah.

Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling

sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun

serta limbah bahan berbahaya dan beracun;

sampah yang mudah terurai;

sampah yang dapat digunakan kembali;

sampah yang dapat didaur ulang; dan

e. sampah lainnya.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan

industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan

fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib
menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.

Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah

skala Daerah.

Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi

persyaratan:

a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b. diberi label atau tanda; dan

c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

aoo

Pasal 16

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

huruf b dilakukan oleh:

a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,
fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan

b. pemerintah daerah.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan

industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan

fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah

wajib menyediakan:
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(3)

(4)

(S)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

a. TPS;

b. TPS 3R; dan/atau

c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.

Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada

wilayah permukiman.

TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

a. tersedia sarana untuk mengelompokan sampah menjadi
paling sedikit 5 (lima) jenis sampabh;

b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;

c. lokasinya mudah diakses;

d. tidak mencemari lingkungan; dan

e. memiliki jadual pengumpulan dan pengangkutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis

pengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R diatur

dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk
sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan

b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS
3R ke TPA atau TPST.

Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat

menyediakan stasiun peralihan antara.

Ketentuan mengenai persyaratan alat angkut sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan

Walikota.

Pasal 18

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

huruf d meliputi kegiatan:

a. pemadatan;

b. pengomposan;

c. daur ulang materi; dan/atau

d. daur ulang energi.

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh:

a. setiap orang pada sumbernya,;

b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,
fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan

c. Pemerintah Daerah.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan

industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan

fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan
sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.

Pemerintah daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah

pada wilayah permukiman yang berupa:

a. TPS 3R;

b. stasiun peralihan antara;



(1)

(2)

(2)

(1)

c. TPST; dan/atau
d. TPA.

Pasal 19

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf e dilakukan dengan menggunakan:

a. metode lahan urug terkendali;

b. metode lahan urug saniter; dan/atau

c. teknologi ramah lingkungan.

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah

Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.

Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pemerintah Daerah:

a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata
ruang wilayah provinsi dan/atau kota;

b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan

c. menyusun rancangan teknis.

Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

paling sedikit memenuhi aspek:

geologi;

hidrogeologi;

kemiringan zona;

jarak dari lapangan terbang;

jarak dari permukiman;

tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau

bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua

puluh lima) tahun.

TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:

a. fasilitas dasar;

b. fasilitas perlindungan lingkungan;

c. fasilitas operasi; dan

d. fasilitas penunjang.

~0 R0 oo

Pasal 21

Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian
TPA yang ditetapkan oleh Walikota.

Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan
penutupan dan/atau rehabilitasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan dan/atau
rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan peraturan yang berlaku setelah berkoordinasi dengan
instansi yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup.



Pasal 22

(1) Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, Pemerintah
Daerah memungut retribusi atas jasa pelayanan yang
diberikan.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 23

Setiap orang yang bertugas melakukan kegiatan pengelolaan
sampah harus/pernah mengikuti pelatihan/pengetahuan dasar
pengelolaan sampabh.

Bagian Keempat
Lembaga Pengelola Sampah

Pasal 24

Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan
pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah dapat membentuk
kelembagaan pengelola sampah.

Pasal 25

(1) Pembentukan lembaga pengelola persampahan juga dapat
dibentuk di desa/kelurahan, kawasan komersial, kawasan
industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya
yang difasilitasi Pemerintah Daerah.

(2) Lembaga pengelola sampah di tingkat RT disebut LPSRT dan
ditingkat RW disebut LPSRW.

(3) Lembaga pengelola sampah setingkat unit kerja pada OPD
dengan nama UPTD Pengelola Sampah.

Pasal 26

(1) Lembaga Pengelola Sampah tingkat RT mempunyai tugas:

a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di
masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat
sampah rumah tangga ke TPS; dan

b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di
masing-masing rumah tangga.

(2) Lembaga Pengelola Sampah tingkat RW mempunyai tugas:

a. mengkoordinasikan lembaga pengelola sampah tingkat
rukun tetangga; dan

b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara
ke Kepala Desa/Lurah.

(3) Lembaga  Pengelola Sampah tingkat desa/kelurahan
mempunyai tugas:

a. mengkoordinasikan lembaga pengelola sampah tingkat
rukun warga;

b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah
mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga;
dan
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c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah
sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke
Camat.

(4) Lembaga Pengelola Sampah tingkat kecamatan mempunyai

tugas:

a. mengkoordinasikan lembaga pengelola sampah tingkat
desa/kelurahan;

b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah
mulai dari tingkat rukun warga sampai desa/kelurahan
dan lingkungan kawasan; dan

c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah
sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke
UPTD Pengelola Sampah.

(5) UPTD Pengelola Sampah mempunyai tugas melaksanakan

kebijakan, strategi dan rencana SKPD yang membidangi

persampahan atas dasar:

a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk
meningkatkan  kualitas dan  kuantitas pelayanan
pengelolaan persampahan;

c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan
pertanggungjawaban kepada SKPD yang membidangi
persampahan; dan

d. memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa
layanan pengelolaan sampah sesuai dengan tarif yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 27

Setiap masyarakat memiliki hak:

a.

a0

mendapatkan pelayanan, berpartisipasi dalam proses
pengambilan  keputusan  penyelenggaraan = pengelolaan
sampah;

melakukan pengawasan;

memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu;
mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak
negatif dari kegiatan TPA; dan

memperoleh pembinaan mengenai pengelolaan sampah yang
baik dan berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 28

Setiap masyarakat memiliki kewajiban:

a.

b.

mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan
lingkungan; dan

berperan serta mengelola kawasan permukiman, kawasan
komersial, kawasan industri, kawasan Kkhusus, fasilitas
umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya untuk
menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

11



Pasal 29

Setiap orang atau badan dilarang:

a.
b.

C.

(1)

(2)

membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan
dan disediakan;

merusak fasilitas/sarana prasarana pengelolaan sampah yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah;

membuang sampah yang berbahaya, dapat menimbulkan
penyakit dan mencemari lingkungan selain di tempat yang
ditentukan untuk itu;

membuat tempat pembuangan sampah sendiri yang dapat
mengganggu lingkungan sekitarnya;

membakar sampah di tempat yang dapat mengganggu
lingkungan dan tidak sesuai dengan persyaratan teknis
pengelolaan sampah; dan

menumpuk barang-barang hasil pulungan di dalam daerah.

Bagian Kelima
Perizinan

Pasal 30

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga oleh pihak ketiga harus mendapatkan
izin dari Walikota.

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis dan diajukan kepada Walikota
melalui Kepala Dinas.

Izin diberikan atas nama perseorangan, Lembaga Pengelola
Sampah di tingkat RT, RW, dan kawasan.

Izin diberikan oleh kepala dinas atas nama Walikota.

Proses administrasi perizinan dilaksanakan oleh Dinas.
Kegiatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga yang memerlukan izin
meliputi:

a. pengangkutan; dan

b. pengolahan.

Izin berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Pasal 31

Untuk memperoleh izin, pemohon harus memenuhi persyaratan:

a.
b.

C.

memiliki izin lokasi untuk tempat pengolahan sampah;
melaksanakan pengangkutan sampah dari rumah tangga ke
TPS/TPST;

mengolah sampah dilakukan dengan mengubah karakteristik,
komposisi, dan jumlah sampah serta memanfaatkan kemajuan
teknologi yang ramah lingkungan; dan

mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan
sampah ke media lingkungan yang dilakukan secara aman.
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(1)
(2)

(1)

Pasal 32

Izin pengelolaan sampah berlaku selama persyaratan

dipenuhi/dilaksanakan oleh pengelola sampah.

Berakhirnya izin pengelolaan sampah:

a. izin masa berlakunya berakhir; dan/atau

b. badan usaha pemegang izin pengelolaan sampah berakhir
dan/atau dicabut.

Izin dicabut apabila:

a. tidak melakukan kegiatan pengelolaan sampah selama
jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak izin dikeluarkan;

b. melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam
ketentuan Peraturan Daerah ini; dan

c. bertentangan dengan kepentingan umum, menimbulkan
penyakit dan mencemari lingkungan.

Bagian Keenam
Insentif dan Disinsentif

Pasal 33

Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada
lembaga dan badan usaha yang melakukan:

a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;

b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;

c. pengurangan sampah; atau

d. tertib penanganan sampabh.

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada
perseorangan yang melakukan:

a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;

b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
c. pengurangan sampah.

Pasal 34

Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 dapat berupa:

aoop

=0

pemberian penghargaan;

pemberian subsidi;

pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun
waktu tertentu;

penyertaan modal daerah; dan/atau

tindakan lain yang dianggap perlu.

Pasal 35

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga,
badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

a.
b.
C.

tidak mengurangi sampah;
pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
pelanggaran tertib penanganan sampabh.
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Pasal 36

Disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 dapat berupa:
a. penghentian subsidi;

b. denda dalam bentuk uang /barang/jasa; dan/atau

c. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 37

(1) Walikota melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga,
dan badan usaha terhadap:

inovasi pengelolaan sampah;

pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;

pengurangan timbulan sampabh;

tertib penanganan sampabh;

pelanggaran terhadap larangan; dan

pelanggaran tertib penanganan sampah.

(2) Dalam melakukan penilaian dibentuk Tim Penilai dengan
Keputusan Walikota.

;0o Q0o

Bagian Ketujuh
Kerjasama dan Kemitraan

Pasal 38

Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan
pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah dapat:

a. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau

b. bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain.

Pasal 39

(1) Kerjasama antar Pemerintah Daerah dapat melibatkan dua
atau lebih daerah Kabupaten/Kota pada satu Provinsi atau
antarprovinsi.

(2) Lingkup kerjasama bidang pengelolaan sampah mencakup:

penyediaan/pembangunan TPA;

sarana dan prasarana TPA;

pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;

pengelolaan TPA; dan

pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah

lingkungan.

P a0 T

Pasal 40

(1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha
dalam pengelolaan sampah yang dituangkan dalam bentuk
perjanjian.

(2) Lingkup kemitraan antara lain:

a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;

b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA serta
sarana dan prasarana pendukungnya;

c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;

d. pengelolaaan TPA; dan

e. pengelolaan produk olahan lainnya.
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Pasal 41

Dalam hal melakukan pengolahan sampah bersama dan
memerlukan pengangkutan sampah lintas Kabupaten/Kota,
Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada Pemerintah
Provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat
angkut.

Bagian Kedelapan
Pembiayaan dan Kompensasi

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah wajib membiayai pengelolaan sampah dari
APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat berupa retribusi dan/atau penerimaan dari UPTD
Pengelola Sampah.

Pasal 43

(1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada orang
sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh
penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

(2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang
ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah
diakibatkan oleh pencemaran air, pencemaran udara,
pencemaran tanah, longsor, kebakaran, ledakan gas metan,
dan/atau hal lain yang menimbulkan dampak negatif.

(3) Kompensasi dapat berupa:

a. relokasi penduduk;

b. pemulihan lingkungan;

c. biaya kesehatan dan pengobatan;

d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan;
e. ganti rugi; dan/atau

f. dalam bentuk lain.

(4) Kompensasi sebagimana dimaksud dalam ayat (1) harus
dianggarkan dalam APBD.

Pasal 44

Tata cara pemberian kompensasi sebagai berikut:

a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;

b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran
aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan

c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan
hasil investigasi dan hasil kajian.
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(1)

(2)

(1)

Bagian Kesembilan
Peran Masyarakat

Pasal 45

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-
luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan yang
sehat, bersih, dan indah.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. memberi wusul, pertimbangan, dan saran kepada
Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan dan
strategi pengelolaan, pelaksanaan penanganan sampabh;

b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan
kemitraan;

c. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan
masyarakat tentang bersih lingkungan;

d. menumbuh ketanggap segeraan masyarakat untuk
melakukan pengawasan sosial;

e. memberikan saran dan pendapat dalam penyelesaian
sengketa pengelolaan sampah; dan

f. melakukan pengaduan mengenai pengelolaan sampah
kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kesepuluh
Pengawasan

Pasal 46

Walikota melakukan pengawasan terhadap  kegiatan
penanganan sampah, pelaksanaan penanggulangan
kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat
kegiatan penanganan sampah, dan pelaksanaan pemulihan
fungsi lingkungan hidup akibat kecelakaan dan pencemaran
lingkungan hidup dari kegiatan penanganan sampabh.
Pelaksanaan pengawasan sebagimana dimaksud dalam ayat
(1) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang
membidangi kebersihan.

Pasal 47

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang
dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh Pemerintah
Daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-
sama.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
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Bagian Kesebelas
Sanksi Administratif

Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada
pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan
yang ditetapkan dalam perizinan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:

a. teguran tertulis

b. paksaan;

c. uang paksa; dan/atau
d. pencabutan izin.

(3) Dalam hal paksaan tidak dilaksanakan, Walikota dapat
menerapkan uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan
paksaan Pemerintah Daerah.

(4) Dalam hal paksaan dan uang paksa tidak dilaksanakan oleh
pemegang izin, Walikota dapat mencabut izin.

(5) Dalam merumuskan norma sanksi administratif harus
menunjuk pasal atau pasal-pasal (larangan atau perintah)
yang dilanggar yang dapat dikenakan sanksi administratif.

Bagian Keduabelas
Penyelesaian Sengketa

Pasal 49

(1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri
atas:

a. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan pengelola
sampah; dan
b. sengketa antara pengelola sampah dengan masyarakat.

(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan melalui penyelesaian diluar pengadilan
ataupun melalui pengadilan.

(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 50

(1) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan dengan
mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak
yang bersengketa.

(2) Apabila dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai
kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat
mengajukannya ke pengadilan.

Pasal 51

(1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan
dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

(2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-
unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat

antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
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(3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti
kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Pasal 52

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di
bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui
perwakilan kelompok.

Pasal 53

(1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk
kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan
masyarakat dan lingkungan.

(2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan
tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

(3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan:

a. berbentuk badan hukum;

b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan
sampah; dan

c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu)
tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB IV
PENYIDIKAN

Pasal 54

(1) Penyidikan persampahan dilakukan oleh PPNS di lingkungan
Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas melakukan
penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas, PPNS sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik
POLRI.

(3) PPNS daerah  tidak berwenang untuk  melakukan
penangkapan atau penahanan.

BABV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 10,
Pasal 11 dan Pasal 12 diancam pidana kurungan paling lama
3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah
diancam dengan pidana penjara paling lama S (lima) tahun
dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)
adalah pelanggaran.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 12 Nopember 2013

WALIKOTA BANJAR,

ttd
HERMAN SUTRISNO
Diundangkan di Banjar

pada tanggal 12 Nopember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

FENNY FAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 15

alin esuai dengan aglinya

KEPAL. UM DAN GANISASI,
4’0
&, A
Q >
* &

T, AN,S.H.,M.Si
S5 200312 1 007
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II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAN KOTA BANJAR
NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA

PENJELASAN UMUM

Sebagian besar masyarakat masih memandang bahwa sampah adalah barang
sisa yang tidak berguna. dan menganggap bahwa dalam mengelola sampah
masih bertumpu pada pemikiran sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang
ke tempat pembuangan akhir (TPA). Padahal timbunan sampah dengan volume
yang besar di tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan
(CH4) yang dapat memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar
timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan penanganan
dengan biaya yang besar. Paradigma baru memandang bahwa sampah sebagai
sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan,
misalnya untuk energi, kompos, pupuk organik.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru dilakukan dengan kegiatan
pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi
kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendaurulangan sampah.
Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan,
pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan
komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat serta tugas dan
wewenang pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik
diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
20



Pasal 12

Cukup Jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas
Pasal 16

Cukup Jelas
Pasal 17

Cukup Jelas
Pasal 18

Cukup Jelas
Pasal 19

Cukup Jelas
Pasal 20

Cukup Jelas
Pasal 21

Cukup Jelas
Pasal 22

Cukup Jelas
Pasal 23

Cukup Jelas
Pasal 24

Cukup Jelas
Pasal 25

Cukup Jelas
Pasal 26

Cukup Jelas
Pasal 27

Cukup Jelas
Pasal 28

Cukup Jelas
Pasal 29

Cukup Jelas
Pasal 30

Cukup Jelas
Pasal 31

Cukup Jelas
Pasal 32

Cukup Jelas
Pasal 33

Cukup Jelas
Pasal 34

Cukup Jelas
Pasal 35

Cukup Jelas
Pasal 36

Cukup Jelas
Pasal 37

Cukup Jelas
Pasal 38

Cukup Jelas
Pasal 39

Cukup Jelas
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Pasal 40

Cukup Jelas
Pasal 41

Cukup Jelas
Pasal 42

Cukup Jelas
Pasal 43

Cukup Jelas
Pasal 44

Cukup Jelas
Pasal 45

Cukup Jelas
Pasal 46

Cukup Jelas
Pasal 47

Cukup Jelas
Pasal 48

Cukup Jelas
Pasal 49

Cukup Jelas
Pasal 50

Cukup Jelas
Pasal 51

Cukup Jelas
Pasal 52

Cukup Jelas
Pasal 53

Cukup Jelas
Pasal 54

Cukup Jelas
Pasal 55

Cukup Jelas
Pasal 56

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 8

22



